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MOTTO 

 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 

kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. “ (QS. Al-Isra’:7) 

 

“Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat 

bermimpi! Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang 

sebenarnya kejam.” (R.A Kartini) 

 

“Jangan nilai orang dari masa lalunya karena kita semua sudah tidak hidup di 

sana. Semua orang bisa berubah, biarkan mereka membuktikannya. “ (Penulis) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah 

Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013 dilihat dari : (1) Rasio Efektivitas PAD, 

(2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, (3) Rasio Keserasian, (4) Rasio 

Pertumbuhan, dan (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 

dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Kebumen. Pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan 

rumus:  Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio 

Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten 

Kebumen dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, 

karena rata-rata efektivitasnya sebesar 104,46% (2) Rasio Efisiensi Keuangan 

Daerah tergolong Efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 99,82%  (3) 

Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen 

mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah 

yaitu rata-rata sebesar 80,97% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal 

sebesar 16,68%,  (4) Rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD, Belanja Operasi selalu 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Modal 

fluktuatif (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali 

dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 

7,80%. 

 

Kata Kunci:  Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi 

Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk 

mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan 

berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, 

akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan value for money yang benar. Sebagai 

organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki 

tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan 

tersebut berupa : pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan 

hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan 

publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).  

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial 

dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan 

perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat 

akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, 

demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh 

pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan 

hukum secara konsekuen. Oleh karena itulah sebagai konsekuensinya 

dikeluarkan Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang 

“Penyelenggarann Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan 
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Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi UU No. 32 tahun 

2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004. 

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, 

maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola kepemerintahan 

di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi 

menjadi Desentralisasi, dari Sistem Anggaran Tradisional menjadi Sistem 

Anggaran Berbasis Kinerja, dari Sistem Akuntabilitas Vertikal menjadi 

Sistem Akuntabilitas Horizontal, dari Sistem Akuntansi Single Entry dan 

Cash Basis menjadi Sistem Akuntansi Double Entry dan Accrual Basis. 

Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah 

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi 

dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan 

pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan 

langsung dengan masyarakat. 
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Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian 

dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-

unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Fungsi utama dari laporan 

keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.  

Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca 

laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak 

yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan 

tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi 

keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkanlah 

analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis 

suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya 

yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan.  

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten 

Kebumen antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi 

dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah 

pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun 

dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah 

untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang 

tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil 

dibandingkan dengan Pendapatan Transfer, (3) kurangnya usaha dan 

kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-
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sumber pendapatan yang ada, (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam 

melakukan belanja daerah. 

Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya pemerintah 

Kabupaten Kebumen harus lebih berani dan mampu memaksimalkan 

berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang 

telah dijelaskan di atas tadi berangsung-angsur mulai teratasi. Memang 

kebanyakan kota-kota kecil di seluruh indonesia masih belum bisa mandiri 

dalam hal pengelolaan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat daerah yang justru 

berbuat tidak semestinya dengan melakukan berbagai penyimpangan, yang 

bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah yang 

bersangkutan. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek 

pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi 

kinerja pemerintah daerah.  

Analisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian daerah 

Kabupaten Kebumen adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat 

kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Kebumen 

dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian 

tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2009-2013.” 
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B. Identifikasi Masalah 

Menganalisa Kinerja Keuangan Daerah di Indonesia mengungkapkan 

beberapa permasalahan di bidang keuangan daerah yang dihadapi beberapa 

pemerintah daerah selama ini, khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen, yaitu:  

a.  Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang 

tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu 

melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan 

yaitu bantuan pembangunan daerah.  

b. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang 

tercermin dari peneriman Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil 

dibandingkan Pendapatan Transfer.  

c. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan 

menggali sumber pendapatan yang ada.  

d.  Masih tingginya jumlah belanja rutin daripada belanja modal daerah.  

Hasil analisis rasio keuangan dalam penelitian ini selanjutnya 

digunakan untuk tolok ukur dalam: menilai Kinerja Keuangan Daerah jika 

dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, menilai Kinerja Keuangan Daerah jika 

dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, menilai Kinerja Keuangan 

Daerah jika dilihat dari Rasio Keserasian, menilai Kinerja Keuangan Daerah 

jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan, serta menilai Kinerja Keuangan Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan digunakannya analisis keuangan 

tersebut, maka akan memberikan suatu hasil perbandingan kinerja keuangan 
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dari tahun-tahun sebelumnya, di mana nantinya akan mengambarkan kondisi 

Kinerja Keuangan Daerah di DPPKAD Kabupaten Kebumen. 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat begitu banyak permasalahan yang timbul, maka diperlukan 

pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi yang 

terkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada 

“Analisis Kinerja Keuangan Daerah yang dilihat dari aspek Rasio Efektivitas 

PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio 

Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen (DPPKAD) 

pada tahun 2009 sampai dengan 2013”. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat 

dari Rasio Efektivitas PAD ? 

2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat 

dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ? 

3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat 

dari Rasio Keserasian? 

4. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat 

dari Rasio Pertumbuhan  ? 

5. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat 

dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Efektivitas PAD. 

2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah. 

3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Keserasian. 

4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Pertumbuhan. 

5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah 

6. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah 

Kabupaten Kebumen dengan menerapkan Rasio Efektivitas PAD, Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan serta 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja 

Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen ditinjau dari teori 

Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio 

Keserasian, Rasio Pertumbuhan, serta Rasio Kemandirian Keuangan 
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Daerah. Dan kemudian untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah 

Kabupaten Kebumen.  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau 

sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis 

Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman 

yang semakin kompetitif.  

b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar 

memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori 

Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio 

Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah untuk menganalisis kinerja Pengelolaan Keuangan dan 

Kemandirian Pemerintah Kabupaten Kebumen.  

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan 

sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang 

sama.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI  DAN PERTANYAAN PENELITIAN 

A. Kajian Teori 

1. Kinerja Keuangan Daerah 

a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah 

Menurut Mohamad Mahsun (2012:25), Kinerja adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/ 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi 

yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Oesi Agustina (2013:3) dalam 

jurnalnya,  Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari 

suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan 

dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang 

ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-

undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut 

berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja 

Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di 

bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan 

yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.   
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b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah 

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

Daerah menurut Mardiasmo (2002:121) adalah untuk memenuhi tiga 

maksud, yaitu : 

1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja 

dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan 

dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan 

meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik. 

2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 

3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki  

komunikasi kelembagaan. 

c. Indikator Kinerja Keuangan Daerah 

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup 

pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan 

organisasi Pemda. Menurut Mohamad Mahsun (2012:196) indikator 

Kinerja Keuangan Daerah meliputi : 

1) Indikator Masukan (Inputs), misalnya : 

a) Jumlah dana yang dibutuhkan 

b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan  

c) Jumlah infra struktur yang ada 

d) Jumlah waktu yang digunakan 

2) Indikator Proses (Proces), misalnya : 

a) Ketaatan pada peraturan perundangan 
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b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau 

menghasilkan layanan jasa 

3) Indikator Keluaran (Output), misalnya : 

a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan 

b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa 

4) Indikator Hasil (Outcome), misalnya : 

a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan 

b) Produktivitas para karyawan atau pegawai 

5) Indikator Manfaat (Benefit), misalnya : 

a) Tingkat kepuasaan masyarakat 

b) Tingkat partisipasi masyarakat 

6) Indikator Impact, misalnya : 

a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

b) Peningkatan pendapatan masyarakat 

2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah 

Menurut Helfert (1982) dalam Mohamad Mahsun (2012:135), 

Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam 

memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.  

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap 

APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada 

kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. 

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang 

transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis 
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rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah 

pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang 

dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2007:L-4). 

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan 

hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode 

sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang 

terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan 

dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu 

dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi 

daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan 

pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini 

adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah 

pusat/provinsi, serta masyarkat dan kreditor (Abdul Halim 2007:L-4). 

 Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah 

satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. 

Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, 

dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. 

a. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang 

ditargetkan (Mahmudi 2010:143).  Rasio Efektivitas PAD dihitung 
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dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target 

penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya . Rumus rasio 

ini adalah sebagai berikut : 

Rasio Efektivitas PAD = 
Realisasi  PAD

Anggaran  PAD
 x 100% 

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2012:187),  

adalah :  

1)  Jika diperoleh  nilai  kurang  dari  100% ( x  < 100%)  berarti tidak 

efektif  

2)  Jika  diperoleh  nilai  sama  dengan  100%  (x  =  100%)  berarti  

efektivitas  berimbang.  

3)  Jika diperoleh nilai  lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.  

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan 

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. 

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan 

pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang 

dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah semakin baik. Untuk  itu pemerintah daerah perlu menghitung 

secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk 

merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat 

diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien 
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atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah 

daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai 

dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang 

memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk 

merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar 

daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 

2007:234). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 REKD = 
Realisasi  Belanja  Daerah

Realisasi  Pendapatan  Daerah
 x 100% 

  

 Tabel 1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 

Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi 

100% keatas Tidak Efisien 

100% Efisiensi Berimbang 

Kurang dari 100% Efisien 

  Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187) 

c. Rasio Keserasian 

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja 

Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana 

yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja 

investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan 

sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil 
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(Abdul Halim  2007:236). Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian 

ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. 

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total 

Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini 

menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja 

daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi 

merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu 

tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal 

tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumya proporsi Belanja 

Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. 

Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung 

memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan 

pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi 

2010:164). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut : 

Rasio Belanja Operasi  = 
Total  Belanja  Operasi

Total  Belanja  Daerah
 x 100% 

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total 

realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio 

ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang 

dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun 

anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka 

menegah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi 
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belanja modal degan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi 

2010:164). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio Belanja Modal = 
Total  Belanja  Modal

Total  Belanja  Daerah
 x 100% 

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja 

Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat 

dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya 

kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan 

yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara 

berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan 

pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja 

modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. 

d. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengatahui apakah 

pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama 

beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami 

pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif 

(Mahmudi 2010:138). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode 

berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing 

komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan 
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untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan 

perhatian (Abdul Halim 2007:241). Rumus untuk menghitung Rasio 

Pertumbuhan adalah sebagai berikut : 

  r = 
Pn−P0

P0
 

Keterangan : 

r      =  Rasio Pertumbuhan 

Pn  = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja  

Operasi yang dihitung pada tahun ke-n 

P0   = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja 

Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n) 

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi 

daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total 

Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh 

semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah 

positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu 

mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode 

yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, 

dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja 

Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah 

belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. 

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan 

tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 
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pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang 

telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan 

oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan 

Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan 

Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber 

daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan 

pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5). Rumus yang digunakan untuk 

menghitung Rasio Kemandirian adalah :  

   RKKD  = 
Transfer Pendapatan

PAD
x 100% 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan 

Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data 

ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap 

bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang 

merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi 

masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan 

bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai 
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pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah 

(dari sisi keuangan ) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:  

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah  

Kemampuan 

Keuangan  

Kemandirian (%) Pola Hubungan  

Rendah Sekali  

Rendah  

Sedang  

Tinggi  

0% - 25%  

25% - 50%  

50% - 75%  

75% - 100%  

Instruktif  

Konsultatif  

Partisipatif  

Delegatif  

Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)  

1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih 

dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang 

tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 

2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat 

sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih 

mampu melaksanakan otonomi daerah. 

3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai 

berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat 

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi 

daerah. 

4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat 

sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan 

mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) dengan judul 

“Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Blitar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar ditinjau dari 

Rasio APBD.  Ada 2 metode yang digunakan yaitu metode Time Series 

yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio 

Pertumbuhan. Metode Cross Section terdiri dari beberapa rasio seperti : 

Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Debt Service Coverage Ratio. 

Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa berdasar Rasio 

Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika 

dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan 

kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan 

Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD.  Pemerintah daerah belum 

bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisen karena masih banyak 

rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode 

penelitiannya yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitaif. 

Perbedaannya adalah di penelitian ini tidak menggunakan Rasio 

Keserasian, sedangkan pada penelitian penulis ada. Perbedaan lainnya 

adalah waktu dan lokasi penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan 

pada tahun 2007 di Kabupaten Blitar Jawa Timur, sedangkan penelitian 
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penulis dilaksanakan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada tahun 

2015. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jusmawati (2011) dengan judul “Analisis 

Kinerja  Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap 

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran  kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng, 

gambaran efisiensi PAD Pemkab Soppeng selama tahun 2003-2010, dan 

kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng berpengaruh signifikan 

terhadap efisiensi penggunaan PAD. Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan Kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng dalam delapan 

tahun terakhir terbukti baik. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan 

rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 

2003-2010. Kemudian efisiensi PAD Pemkab Soppeng dalam delapan 

tahun terakhir terbukti efisien. Secara parsial, rasio kemandirian Pemkab 

Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan 

tahun terakhir (2003-2010). Secara parsial, rasio efektifitas Pemkab 

Soppeng tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada 

delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara parsial, rasio pertumbuhan 

Pemkab Soppeng tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD 

pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara simultan, rasio 

kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh 

signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-

2010). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis 
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penelitian dan metode pengumpulan datanya di mana keduanya sama-

sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan pengumpulan data 

nya menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan penelitian 

kepustakaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak 

pada waktu dan tempat penelitian. Jika penelitian ini bertempat di 

Kabupaten Soppeng tahun 2011, sedangkan penelitian penulis bertempat 

di Kabupaten Kebumen tahun 2015. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrun Assidiqi (2014) dengan judul 

“Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Klaten tahun 2008-2012. Kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Bahrun Assidiqi ini menunjukkan Kinerja Keuangan 

Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, 

meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin 

tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil Kinerja 

Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi 

dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja 

Operasi dengan Belanja Modal. Kesamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah jenis penelitian dan metode pengumpulan 

datanya di mana keduanya sama-sama menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif dan pengumpulan data nya menggunakan metode wawancara, 

dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Perbedaan penelitian ini dengan 
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penelitian penulis terletak pada waktu dan tempat penelitian. Jika 

penelitian ini bertempat di Kabupaten Klaten tahun 2014, sedangkan 

penelitian penulis bertempat di Kabupaten Kebumen tahun 2015. 

C. Kerangka Berpikir 

Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen adalah 

suatu proses  penilaian  mengenai tingkat  kemajuan  pencapaian  pelaksanaan  

pekerjaan/kegiatan  DPPKAD Kabupaten Kebumen dalam bidang keuangan 

untuk kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada lima macam rasio yang 

digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan DPPKAD 

Kabupaten Kebumen : 

a. Rasio Efektivitas PAD 

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah  

c. Rasio Keserasian 

d. Rasio Pertumbuhan 

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui Kinerja 

Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen. Jika semua rasio di atas menunjukkan 

hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Kebumen 

dapat dikatakan baik.  

D. Paradigma Penelitian 

(dapat dilihat di halaman berikutnya) 
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     Gambar 1. Paradigma Penelitian 

 

 

Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah Kabupaten tahun  

2009-2013 

Kinerja Keuangan Daerah 

Kabupaten Kebumen tahun 

2009-2013 

1. Rasio Efektivitas PAD 

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

3. Rasio Keserasian 

4. Rasio Pertumbuhan 

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
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E. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daaerah Kabupaten Kebumen jika dilihat 

dari Rasio Efektivitas PAD ? 

2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daaerah Kabupaten Kebumen jika dilihat 

dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ? 

3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daaerah Kabupaten Kebumen jika dilihat 

dari Rasio Keserasian? 

4. Bagaimana Kinerja Keuangan Daaerah Kabupaten Kebumen jika dilihat 

dari Rasio Pertumbuhan  ? 

5. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah ? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 

Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang 

berlokasi di Jalan Pahlawan no. 138 , Kecamatan Kota Kebumen, Kabupaten 

Kebumen, Jawa Tengah pada bulan Februari 2015.  

B. Desain Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan 

penelitian deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan 

terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada 

sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

Kinerja Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen jika  dilihat  dari 

Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, 

Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.   

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah 

Kabupaten Kebumen. Sedangkan Objek pada penelitian ini adalah Laporan 

Realisasi Anggaran Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013. 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu 
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penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan  

Pemerintah Daerah yang mencangkup beberapa parameter berupa rasio, yaitu 

sebagai berikut :  

1. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi 

Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. 

Rumusnya sebagai berikut : 

Rasio Efektivitas PAD = 
             

            
 x 100% 

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan 

antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung rasio ini adalah : 

       REKD = 
                        

                           
 x 100% 

 

3. Rasio Keserasian 

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal 

secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk 

belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk 
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menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin 

kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai 

berikut : 

Rasio Belanja Operasi = 
                     

                    
 x 100% 

Rasio Belanja Modal = 
                   

                    
 x 100% 

4. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang 

telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari 

sumber pendapatan maupun pengeluaran. Rumus untuk menghitung Rasio 

Pertumbuhan adalah sebagai berikut : 

r = 
     

  
 

Keterangan : 

r       =    Rasio Pertumbuhan 

 Pn  = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi 

yang dihitung pada tahun ke-n 

 P0   = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi 

yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n) 

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat 

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar 
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pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 

RKKD  = 
Transfer Pendapatan

PAD
x 100% 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan 

mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-

dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan 

menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan 

memperoleh data dari kantor DPPKAD Kabupaten Kebumen. Data yang 

diperoleh dibagi menjadi 2, yaitu data umum dan data khusus. Data umum 

berupa: gambaran umum Kabupaten Kebumen dan gambaran umum 

DPPKAD Kabupaten Kebumen. Sedangkan data khusus berupa Laporan 

Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013. 

F. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang 

digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-

perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan 

masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang 

akan digunanakan dalam teknik analisis ini adalah: 

1. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan 
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(Mahmudi 2010:143). Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka 

semakin baik kinerja pemerintah daerah. 

Rasio Efektivitas PAD = 
             

            
 x 100% 

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mohamad Mahsun (2012:187),  

adalah :  

a)  Jika diperoleh  nilai  kurang  dari  100% ( x  < 100%)  berarti tidak 

efektif  

b) Jika  diperoleh  nilai  sama  dengan  100%  (x  =  100%)  berarti 

efektivitas  berimbang.  

c)  Jika diperoleh nilai  lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.  

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan 

antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah 

dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila 

rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin 

kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah : 

       REKD = 
                        

                           
 x 100% 
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 Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 

 

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187) 

3. Rasio Keserasian 

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja 

Modal secara optimal. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, 

yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. 

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total 

Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. (Mahmudi 2010:164). 

Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut : 

Rasio Belanja Operasi  = 
                     

                    
 x 100% 

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total 

realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. (Mahmudi 2010:164). 

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio Belanja Modal = 
                   

                    
 x 100% 

 

Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi 

100% keatas Tidak Efisien 

100% Efisiensi Berimbang 

Kurang dari 100% Efisien 
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Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja 

Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat 

dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya 

kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang 

ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang 

peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan 

masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) 

yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan di daerah. 

4. Rasio Pertumbuhan 

 Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengatahui apakah pemerintah 

daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode 

anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau 

belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138). Rumus untuk 

menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut : 

r = 
     

  
 

Keterangan : 

r       =    Rasio Pertumbuhan 

 Pn  = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi 

yang dihitung pada tahun ke-n 

 P0  = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi 

yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n) 
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5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat 

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar 

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya 

Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang 

berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil 

pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan 

Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5). 

Rumusnya adalah sebagai berikut: 

RKKD  = 
Transfer Pendapatan

PAD
x 100% 

Tabel 4. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah  

Kemampuan 

Keuangan  

Kemandirian (%) Pola Hubungan  

Rendah Sekali  

Rendah  

Sedang  

Tinggi  

0% - 25%  

25% - 50%  

50% - 75%  

75% - 100%  

Instruktif  

Konsultatif  

Partisipatif  

Delegatif  

                   Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Umum 

1. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen 

a. Kondisi Geografis 

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27' - 7°50' 

Lintang Selatan dan 109°22' - 109°50' Bujur Timur. Bagian 

selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedang pada 

bagian utara berupa pegunungan, yang merupakan bagian dari 

rangkaian Pegunungan Serayu. Di selatan daerah Gombong, terdapat 

rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai selatan. 

Daerah ini terdapat sejumlah gua dengan stalagtit dan stalagmit. Secara 

administratif di sebelah utara Kabupaten Kebumen berbatasan dengan 

Kabupaten Banjarnegara, di sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo, di sebelah selatan 

berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. 

Kabupaten Kebumen mempunyai luas wilayah sebesar 158.111,50 

ha atau 1.581,11 km² dengan kondisi beberapa wilayah merupakan 

daerah pantai dan pegunungan, namun sebagian besar merupakan 

dataran rendah. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, tercatat 

49.768,00 hektare atau sekitar 31,04% sebagai lahan sawah dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebumen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegunungan_Serayu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Gombong,_Kebumen
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108,343.50 hektare atau 68.96% sebagai lahan kering. Menurut 

penggunaannya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis dan 

hampir seluruhnya (46,18%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, 

sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (37,82%) yang di beberapa 

tempat dapat ditanami dua kali dalam setahun, serta 11,25% lahan 

sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana. Lahan kering 

digunakan untuk bangunan seluas 40.985,00 hektare (37,73%), 

tegalan/kebun seluas 33.777,00 hektare (33,57%) serta hutan negara 

seluas 22.861,00 hektare (21,08%) dan sisanya digunakan untuk 

padang penggembalaan, tambak, kolam, tanaman kayu-kayuan, serta 

lahan yang sementara tidak diusahakan dan tanah lainnya. 

b. Pemerintahan 

 

Gambar 2. Peta Kabupaten Kebumen 
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       Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, yaitu : 

Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonoworo, Buayan, Buluspesantren, 

Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karangsambung, Kebumen, 

Klirong, Kutowinangun, Kwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, 

Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, 

Sempor, dan Sruweng. Dari 26 kecamatan tersebut dibagi lagi atas 

sejumlah 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga 

(RW) sebanyak 1.930 buah dan dibagi menjadi 7.027 buah Rukun 

Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kebumen. 

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kebumen 

a. Dasar Hukum  

          Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, mempunyai Tugas 

Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang  

pendapatan, pengelolaan keuangan  dan aset daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebumen,_Kebumen
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b. Visi dan Misi 

VISI 

“INSTITUSI  YANG  TANGGUH  DALAM  PENGELOLAAN      

KEUANGAN  DAERAH  DAN  PRIMA  DALAM  PELAYANAN” 

MISI 

1) Meningkatkan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 

2) Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

3) Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang 

Lebih Baik 

4) Meningkatkan Manajamen aset 

c. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, mempunyai Tugas 

Pokok  melaksanakan urusan pemerintahan  daerah dibidang  

pendapatan, pengelolaan keuangan  dan aset daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan, untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, DPPKAD Kabupaten Kebumen mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 
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1) Penyusunan rancangan APBD  dan rancangan perubahan  APBD 

bersama  Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah Kabupaten 

Kebumen; 

2) Pelaksanaan Pemungutan  pendapatan yang telah  ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 

3) Pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah; 

4) Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan data 

dan informasi BPHTB dan PBB Perkotaan/Perdesaan; 

5) Pelayanan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian sengketa 

pemungutan BPHTB dan PBB Perkotaan/Perdesaan; 

6) Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah; 

7) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung 

jawaban pelaksanaan APBD; 

8) Pelaksanaan koordinasi pendapatan  daerah, dan 

9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya . 
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d. Struktur Organisasi 
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B. Data Khusus 

1. APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013 

Tabel 5. APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 (Dalam ribuan 

Rupiah) 

No. Uraian 

Tahun 

2009 2010 2011 

A PENDAPATAN 862.876.909 991.735.124 1.272.818.544 

1 

Pendapatan Asli 

Daerah 

65.872.328 60.151.533 70.892.281 

2 Pendapatan Transfer 776.190.286 857.477.023 993.059.573 

3 

Lain-lain Pendapatan 

Yang sah 

20.814.295 74.106.568 208.866.690 

B BELANJA 992.090.000 1.061.141.083 1.300.293.217 

1 Belanja Operasi 816.081.394 915.325.071 1.016.932.657 

2 Belanja Modal 174.417.105 144.584.410 241.381.073 

3  Belanja Tak Terduga 608.000 250.000 207.237 

4 Transfer 983.500 981.601.000 41.772.250 

Surplus/Defisit 129.213.091 69.405.959 27.474.673 

Sumber data : DPPKAD Kebumen 
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Tabel 6. APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2013 (Dalam ribuan 

Rupiah) 

No. Uraian 

Tahun 

2012 2013 

A PENDAPATAN 1.417.519.422 1.599.628.126 

1 Pendapatan Asli Daerah 90.896.840 116.720.489 

2 Pendapatan Transfer 1.258.300.853 1.480.857.138 

3 

Lain-lain Pendapatan Yang 

sah 

68.321.729 2.050.499 

B BELANJA 1.492.998.850 1.704.544.615 

1 Belanja Operasi 1.120.235.451 1.302.431.652 

2 Belanja Modal 319.543.156 330.610.233 

3  Belanja Tak Terduga 372.154 1.550.659 

4 Transfer 52.848.089 69.952.071 

Surplus/Defisit 75.479.428 104.916.489 

Sumber Data : DPPKAD Kebumen 
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2. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013 

Tabel 7.  Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011 (Dalam 

ribuan Rupiah) 

No. Uraian 

Tahun 

2009 2010 2011 

A PENDAPATAN 880.518.532 978.097.201 1.273.275.623 

1 

Pendapatan Asli 

Daerah 

63.016.363 58.742.305 73.513.164 

2 Pendapatan Transfer 799.269.365 855.221.170 991.930.642 

3 

Lain-lain Pendapatan 

Yang sah 

18.232.804 64.133.725 207.831.816 

B BELANJA 946.181.526 1.010.051.969 1.216.956.106 

1 Belanja Operasi 785.843.886 890.343.021 988.277.111 

2 Belanja Modal 159.361.410 118.771.773 187.137.769 

3  Belanja Tak Terduga 0 0 0 

4 Transfer 976.230 937.174 41.541.225 

Surplus/Defisit 65.662.994 31.954.768 56.319.516 

Sumber Data : DPPKAD Kebumen 
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Tabel 8.  Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2013 (Dalam 

ribuan Rupiah) 

No. Uraian 

Tahun 

2012 2013 

A PENDAPATAN 1.446.685.447 1.626.530.654 

1 Pendapatan Asli Daerah 102.374.370 131.481.736 

2 Pendapatan Transfer 1.276.155.750 1.495.048.917 

3 

Lain-lain Pendapatan 

Yang sah 

68.155.326 0 

B BELANJA 1.412.496.990 1.548.176.706 

1 Belanja Operasi 1.064.841.870 1.191.647.509 

2 Belanja Modal 295.209.004 286.958.914 

3  Belanja Tak Terduga 0 42.901 

4 Transfer 52.446.116 69.527.320 

Surplus/Defisit 34.188.456 78.353.947 

Sumber Data : DPPKAD Kebumen 

Selanjutnya Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten 

Kebumen tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Lampiran 3-7 halaman 81-90. 
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C. Analisis Data 

Analisis Kinerja Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen 

dalam penelitian ini adalah suatu  proses  penilaian  mengenai tingkat  

kemajuan  pencapaian  pelaksanaan  pekerjaan/kegiatan  DPPKAD Kabupaten 

Kebumen dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2009-2013. Rasio yang 

digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan DPPKAD 

Kabupaten Kebumen pada penelitian ini adalah: Rasio Efektivitas PAD, Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten 

Kebumen yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen. Dari data tersebut nantinya 

dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen. Adapun hasil dari 

Analisis Rasio tersebut adalah :   

1. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

      Rasio Efektivitas PAD = 
             

            
 x 100% 

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin 

tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. 



45 
 

 

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 9. Penghitungan  Rasio Efektivitas PAD DPPKAD Kabupaten 

Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013 
Tahun 

Anggaran 

Anggaran PAD 

(Rp) 

Realisasi PAD 

(Rp) 

REPAD 

(%) 
Kriteria 

2009 65.872.328.400,00 63.016.363.474,00 95,66 
Tidak 

Efektif 

2010 60.151.533.000,00 58.742.305.659,00 97,66 
Tidak 

Efektif 

2011 70.892.281.000,00 73.513.164.444,00 103,70 Efektif 

2012 90.896.840.000,00 102.374.370.560,00 112,63 Efektif 

2013 116.720.489.000,00 131.481.736.502,00 112,65 Efektif 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah) 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 9. di atas dapat diketahui 

bahwa Efektivitas Keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen pada tahun 

2009 dan 2010 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 

100% yaitu 95,66% dan 97,66%. Untuk tahun 2011, 2012, dan 2013 sudah 

efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 103,70%, 

112.63%, dan 112,65%. 

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

         REKD = 
                        

                           
 x 100% 
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Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan 

antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

dengan realisasi pendapatan yang diterima. 

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 10.Penghitungan  Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD    

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi Belanja 

(Rp) 

Realisasi Pendapatan 

(Rp) 

REKD 

(%) 
Kriteria 

2009 946.181.526.521,00 880.518.532.301,00 107,46 
Tidak  

Efisien 

2010 1.010.051.969.778,00 978.097.201.472,00 103,27 
Tidak 

Efisien 

2011 1.216.956.106.123,00 1.273.275.623.110,00 95,58 Efisien 

2012 1.412.496.990.997,00 1.446.685.447.262,00 97,63  Efisien 

2013 1.548.176.706.140,00 1.626.530.654.021,00 95,18 Efisien 

  Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah) 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 10. di atas dapat diketahui 

bahwa Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD Kabupaten Kebumen pada 

tahun 2009 dan 2010 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya di atas 

100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Pada tahun 

2011, 2012, dan 2013 efisiensinya tergolong Efisien yaitu sebesar 95,58; 

97,63; dan 95,18. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar 

antara pendapatan dengan belanja. 
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3. Rasio Keserasian 

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

Rasio Belanja Operasi = 
                     

                    
 x 100% 

Rasio Belanja Modal = 
                   

                    
 x 100% 

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal 

secara optimal.  

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel 11. 

di bawah ini : 

Tabel 11. Penghitungan  Rasio Keserasian  DPPKAD Kabupaten 

Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013 (Belanja Operasi) 

Tahun 
Anggaran 

Total Belanja 
(Rp) 

Realisasi Belanja 
Operasi 

(Rp) 

Rasio Belanja 
Operasi 

(%) 

2009 946.181.526.521,00 785.843.886.200,00 
83,05 

2010 1.010.051.969.778,00 890.343.021.614,00 
88,15 

2011 1.216.956.106.123,00 989.277.111.579,00 
81,29 

2012 1.412.496.990.997,00 1.064.841.870.404,00 
75,39 

2013 1.548.176.706.140,00 1.191.647.569.927,00 
76,97 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 11. di atas dapat diketahui 

bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi DPPKAD Kabupaten 

Kebumen sebesar 80,97%. Pada tahun 2009 rasionya sebesar 83,05%, 

kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 88,15%, dan mengalami 

penurunan menjadi 81,29% pada tahun 2011. Tahun 2012 juga mengalami 
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penurunan kembali menjadi 73,39%, dan terjadi penurunan kembali pada 

tahun 2013 menjadi 76,97%.   

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel 12. 

di bawah ini : 

Tabel 12. Penghitungan  Rasio Keserasian  DPPKAD Kabupaten 

Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013 (Belanja Modal) 

Tahun 
Anggaran 

Total Belanja 
(Rp) 

Realisasi Belanja 
Modal 

(Rp) 

Rasio Belanja 
Modal 

(%) 

2009 946.181.526.521,00 159.361.410.093,00 16,84 

2010 1.010.051.969.778,00 118.771.773.531,00 11,76 

2011 1.216.956.106.123,00 187.137.769.539,00 15,38 

2012 1.412.496.990.997,00 295.209.004.417,00 20,9 

2013 1.548.176.706.140,00 286.958.914.202,00 18,54 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 12. di atas dapat diketahui 

bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal DPPKAD Kabupaten 

Kebumen sebesar 16,48%. Pada tahun 2009 rasionya sebesar 16,84%, 

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 11,76%, dan 

mengalami peningkatan menjadi 15,38% pada tahun 2011. Tahun 2012 

mengalami peningkatan menjadi 20,9%, namun pada tahun 2013 terjadi 

penurunan menjadi 18,54%.   

4. Rasio Pertumbuhan 

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut : 

r = 
     

  
 

Keterangan : 

r       =    Rasio Pertumbuhan 
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 Pn   = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi 

yang dihitung pada tahun ke-n 

P0   = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi  

yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n) 

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, 

baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran.  

Hasil dari perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat di lihat di 

tabel 13. Di bawah ini : 

Tabel 13. Penghitungan  Rasio Pertumbuhan DPPKAD Kabupaten Kebumen 

Tahun Anggaran 2009-2013 

Keteranga
n 

TAHUN RATA-  
RATA 2009 2010 2011 2012 2013 

PAD 
63.016.363.4

74,00 

58.742.30

5.659,00 

73.513.16

4.444,00 

102.374.370.5

60,00 

131.481.736.

502,00  
Pertumbu
han PAD  

-6,78% 25,15% 39,26% 28,43% 21,51% 

Pendapat
an 

880.518.532.
301,00 

978.097.
201.472,

00 

1.273.275.
623.110,0

0 

1.446.685.447.
262,00 

1.626.530.65
4.021,00  

Pertumbu
han 

Pendapat
an 

 
11,08% 30,18% 13,62% 12,43% 16,83% 

Belanja 
Operasi 

785.843.886.
200,00 

890.343.
021.614,

00 

989.277.1
11.579,00 

1.064.841.870.
404,00 

1.191.647.56
9.927,00  

Pertumbu
han 

B.Operasi 
 

13,30% 11,11% 7,64% 11,91% 10,99% 
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Tabel 13. Penghitungan  Rasio Pertumbuhan DPPKAD Kabupaten Kebumen 

Tahun Anggaran 2009-2013 (lanjutan) 

Keterangan 
TAHUN RATA-  

RATA 2009 2010 2011 2012 2013 

Belanja 
Modal 

159.361.4
10.093,00 

118.771.7
73.531,00 

187.137.7
69.539,00 

295.209.004.4
17,00 

286.958.914.
202,00  

Pertumbuhan 
B.Modal  

-25,47% 57,56% 57,75% -2,79% 21,76% 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah) 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 13. di atas dapat dilihat bahwa 

Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif meskipun fluktuatif. 

Mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2012 sebesar 39,26%. 

Pendapatan Daerah juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, 

dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 16,83%. Belanja Operasi rata-rata 

pertumbuhannya sebesar 10,99%, dan pertumbuhan rata-rata Belanja 

Modal sebesar 21,76%. 

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

RKKD  = 
Transfer Pendapatan

PAD
x 100% 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat 

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar 

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 

Hasil dari perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

dapat di lihat di Tabel 15. di bawah ini : 
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Tabel 14. Penghitungan  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPPKAD 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2009-2013 

Tahun 

Anggaran 
Realisasi PAD (Rp) 

Pendapatan Transfer 
(Rp) 

RKKD 
(%) 

Pola 
Hubungan 

2009 63.016.363.474,00 799.269.365.059,00 7,88 instruktif 

2010 58.742.305.659,00 855.221.170.580,00 6,87 instruktif 

2011 73.513.164.444,00 991.930.642.660 7,41 instruktif 

2012 102.374.370.560,00 1.276.155.750.396,00 8,02 instruktif 

2013 131.481.736.502,00 1.495.048.917.519,00 8,79 instruktif 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Kebumen (diolah) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 14. di atas kemampuan 

keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen tergolong masih sangat rendah 

dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan 

pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah 

daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai 

terendah terjadi pada tahun 2010 dimana nilainya sebesar 6,87% dan nilai 

tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,79%. Tahun tahun 

lainnya yaitu tahun 2009, 2011, dan 2012 masing-masing sebesar : 7,88%, 

7,41%, dan 8,02%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan 

daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari 

pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi. 

D. Pembahasan 

1. Rasio Efektivitas PAD 

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukan 

bahwa anggaran PAD Kabupaten Kebumen rata-rata selalu mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2010 ada penurunan 

anggaran. Pada tahun 2009 PAD dianggarkan sebesar Rp 
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65.872.328.400,00 atau 7,63% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 

2010 anggaran PAD diturunkan menjadi Rp 60.151.533.000,00 atau 

6,07% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2012 PAD dianggarkan 

sebesar Rp 70.892.281.000,00 atau 5,57% dari total anggaran pendapatan. 

Kemudian pada tahun 2012 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 

90.896.840.000,00 atau 6,41% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 

2013 anggaran PAD kembali naik menjadi Rp 116.720.489.000,00 atau 

0,73% dari total anggaran pendapatan. 

Realisasi PAD Kabupaten Kebumen dari tahun 2009 sampai 

dengan 2013 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2009 PAD 

Kabupaten Kebumen sebesar Rp 63.016.363.474,00 atau sebesar 7,16% 

dari total pendapatan. Mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu 

menjadi Rp 58.742.305.659,00 atau sebesar 6% dari total pendapatan. 

Pada tahun 2012 PAD Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan menjadi 

Rp 73.513.164.444,00 atau sebesar 5,77% dari total pendapatan. Pada 

tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 102.374.370.560,00 

atau sebesar 7% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2013 

mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 131.481.736.502,00 atau 8% dari 

total pendapatan.  

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD dapat 

diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan DPPKAD Kabupaten 

Kebumen pada tahun 2009 sebesar 95,66%, tahun 2010 sebesar 97,66%, 

tahun 2012 sebesar 103,7%, tahun 2012 sebesar 112,63%, dan tahun 2013 
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sebesar 112,65%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Kebumen untuk 

tahun 2009 dan 2010 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih 

dibawah 100% . Untuk tahun 2012, 2012, dan 2013 sudah Efektif karena 

nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.   

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD 

Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen sudah Efektif karena 

rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 104,46%. Hal ini disebabkan 

karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari 

yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga 

dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD 

yang telah direncanakan kecuali pada tahun 2010, namun untuk tetap 

mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus 

mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. 

Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya 

peningkatan PAD. Pemerintah Darah harus mencari alternatif-alternatif 

yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, 

dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan 

daerah untuk mencari sumber-sumber bembiayaan baru baik melalui 

program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program 

peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) yang 

melakukan penelitian di Kabupaten Blitar dijelaskan bahwa kinerja 

keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Efektivitas 
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PAD sudah Efektif. Dalam penelitian ini di Kabupaten Kebumen kinerja 

pengelolaan keuangannya juga sudah efektif. Kedua daerah ini dapat 

dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang 

telah direncanakan. Akan tetapi masing-masing daerah diharapkan untuk 

tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya 

dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut 

sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.  

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

diketahui realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Kebumen dari 

tahun 2009 sampai dengan 2013 rata-rata mengalami kenaikan dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2009 pendapatan daerah Kabupaten Kebumen 

sebesar Rp 880.518.532.301,00, naik menjadi Rp 978.097.201.472,00 

pada tahun 2010. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 

2011 menjadi Rp 1.273.275.623.110,00. Dan pada tahun 2012 terjadi 

kenaikan lagi belanja daerah menjadi Rp 1.446.685.447.262,00, naik 

kembali pada tahun 2013 menjadi Rp 1.626.530.654.021,00. 

Total Belanja daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2009 sampai 

dengan 2013 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2009 total 

belanja daerah sebesar Rp 946.181.526.521,00. Mengalami kenaikan 

menjadi Rp 1.010.051.969.778,00 pada tahun 2010. Pada tahun 2012 total 

belanja daerah sebesar Rp 1.216.956.106.123,00 naik dari tahun 

sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2012 naik menjadi Rp 
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1.412.496.990.997,00. Pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan menjadi 

Rp 1.548.176.706.140,00.  

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten 

Kebumen tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar 99,82% atau dapat 

dikatakan Efisien. Pada tahun 2009 Rasio Efisiensinya sebesar 107,46%, 

kemudian tahun 2010 menjadi 103,27%, tahun 2012 sebesar 95,58%, 

tahun 2012 sebesar 97,63%, dan tahun 2013 sebesar 95,18%.  

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen 

tergolong Efisien karena rata-rata rasionya 99,82%, meskipun 2 tahun 

awal total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan 

daerahnya yaitu pada tahun 2009 dan 2010. Meskipun rata-rata Efisiensi 

nya sudah efisien, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kebumen untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat 

dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini masih 

buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk 

kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat 

meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. 

Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jusmawati (2011), dijelaskan 

bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng dilihat dari 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah efisien. Hal tersebut sama 

dengan hasil penelitian ini, dimana efisiensi keuangan daerah Kabupaten 
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Kebumen juga sudah Efisien. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah 

Kabupaten Soppeng maupun Kebumen bisa menekan jumlah Belanja 

daerahnya dan mampu menyeimbangkan Pendapatan dan Belanja 

daerahnya dengan baik. 

3. Rasio Keserasian 

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Keserasian dapat diketahui 

bahwa realisasi Total Belanja daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2009 

sampai dengan 2013 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2009 

total belanja daerah sebesar Rp 946.181.526.521,00. Mengalami kenaikan 

menjadi Rp 1.010.051.969.778,00 pada tahun 2010. Pada tahun 2012 total 

belanja daerah sebesar Rp 1.216.956.106.123,00 naik dari tahun 

sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2012 naik menjadi Rp 

1.412.496.990.997,00. Pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan menjadi 

Rp 1.548.176.706.140,00.  

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja 

Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, 

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bantuan 

Keuangan selalu terjadi peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013. 

Masing-masing sebesar : Rp 785.843.886.200,00;  Rp 890.343.021.614,00; 

Rp 989.277.111.579,00; Rp 1.064.841.870.404; dan Rp 

1.191.647.569.927,00. Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas : 

Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan 

Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, 
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dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan 

terjadi pada tahun 2010 dan 2013, sedangkan tahun-tahun lainnya 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Dari perhitungan Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa 

Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari 

tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2009 Rasio Belanja Operasinya 

sebesar 83,05% mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 88,15%, 

kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 81,29%, dan pada tahun 2012 

turun lagi menjadi 75,39%. Baru pada tahun 2013 mengalami kenaikan 

menjadi 76,97%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 80,97%. Pada Rasio 

Belanja Modal pada tahun 2009 sebesar 16,84% turun menjadi 11,76% 

pada tahun 2010. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 15,38%, 

dan naik lagi pada tahun 2012 menjadi 20,9%. Pada tahun 2013 terjadi 

penurunan menjadi 18,54% sehingga rata-rata rasionya sebesar 16,68%. 

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana 

yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan 

belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat 

dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar 

dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana 

untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi 

dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan 

bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen yang lebih condong pada 

pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan 
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dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan 

belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah 

Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang 

mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Kebumen 

kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten 

Kebumen diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat 

yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada 

dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehinga dana 

tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bahrun Assidiqi (2014) di 

Kabupaten Klaten, alokasi Belanja Operasinya lebih besar dibandingkan 

dengan Belanja Modalnya. Hal tersebut sama dengan penelitian ini, 

alokasi Belanja Operasi Kabupaten Kebumen juga lebih tinggi 

dibandingkan dengan Belanja Modalnya. Hal itu hampir sama dengan apa 

yang terjadi di sebagian besar kabupaten di Indonesia. 

4. Rasio Pertumbuhan 

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan 

dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah dari 

tahun 2009 sampai tahun 2013 di Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2009 

pendapatan daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 880.518.532.301,00, 

naik menjadi Rp 978.097.201.472,00 pada tahun 2010. Kemudian 

mengalami kenaikan kembali pada tahun 2011 menjadi Rp 

1.273.275.623.110,00. Dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan lagi belanja 
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daerah menjadi Rp 1.446.685.447.262,00, naik kembali pada tahun 2013 

menjadi Rp 1.626.530.654.021,00.  

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun yang selalu 

mengalami kenaikan maka dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan 

Pendapatan Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan secara positif. 

Tahun 2010 tumbuh 11,08% dibandingkan tahun sebelumnya akan tetapi 

yang terendah dibandingkan pertumbuhan tahun yang lain. Tahun 2011 

mengalami kenaikan paling tinggi yaitu  sebesar 30,18% dari tahun 

sebelumnya. Tahun 2012 sebesar 13,62% dan tahun 2013 sebesar 12,43%. 

Upaya pemerintah Kabupaten Kebumen untuk selalu meningkatkan 

pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil meskipun sebagian besar 

pendapatannya masih bersumber dari bantuan dari pihak pusat. PAD 

masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pusat. Agar kedepannya 

kinerja daerah bisa meningkat dan optimal lagi maka seharusnya 

pemerintah Kabupaten Kebumen selalu mengoptimalkan pendapatan 

daerahnya dari sektor PAD. 

Realisasi PAD Kabupaten Kebumen dari tahun 2009 sampai 

dengan 2013 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2009 PAD 

Kabupaten Kebumen sebesar Rp 63.016.363.474,00 atau sebesar 7,16% 

dari total pendapatan. Mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu 

menjadi Rp 58.742.305.659,00 atau sebesar 6% dari total pendapatan. 

Pada tahun 2012 PAD Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan menjadi 

Rp 73.513.164.444,00 atau sebesar 5,77% dari total pendapatan. Pada 
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tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 102.374.370.560,00 

atau sebesar 7% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2013 

mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 131.481.736.502,00 atau 8% dari 

total pendapatan.  

Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, PAD 

Kabupaten Kebumen fluktuatif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD dari 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar 21,51%. Sempat 

mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu sebesar (6,78%), menjadi 

tumbuh sebesar 25,15% pada tahun 2011, dan mengalami pertumbuhan 

lagi sebesar 39,26% dan turun di tahun berikutnya menjadi 28,43%. 

Pemerintah Kabupaten Kebumen harus selalu meningkatkan PAD nya 

dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. 

Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari 

pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya dengan PAD 

yang tinggi.  

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja 

Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, 

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bantuan 

Keuangan selalu terjadi peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013. 

Masing-masing sebesar : Rp 785.843.886.200,00;  Rp 890.343.021.614,00; 

Rp 989.277.111.579,00; Rp 1.064.841.870.404; dan Rp 

1.191.647.569.927,00. Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas : 

Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan 
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Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, 

dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan 

terjadi pada tahun 2010 dan 2013, sedangkan tahun-tahun lainnya 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun Rasio 

Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 

2010 tumbuh 13,3% dan Tahun 2011 mengalami penurunan yaitu  sebesar 

11,11% dari tahun sebelumnya. Tahun 2012 sebesar 7,64% dan tahun 

2013 naik sebesar 11,91%. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 10,99%. 

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal juga mengalami kenaikan dan 

penurunan, dari turun sebesar 25,47% pada tahun 2010 kemudian naik 

menjadi 57,56% pada tahun 2011. Naik kembali sebesar 57,75% pada 

tahun 2012 dan turun 2,79% pada tahun 2013. Sehingga rata-rata 

pertumbuhaannya sebesar 21,76%.  

Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi 

dan Modal bisa dikatakan baik, terutama pertumbuhan Rasio Belanja 

Modal yang selalu mengalami kenaikan meskipun pada kenyataannya 

proporsi jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 

Belanja Operasi. Apabila pemerintah daerah berani mengurangi Belanja 

Operasinya untuk dialokasikan ke Belanja Modal maka dapat dikatakan 

Pemerintah Daerah tersebut mengutamakan pembangunan di daerahnya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bahrun Assidiqi (2014) di 

Kabupaten Klaten, Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan belanja 
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daerahnya selalu mengalami perkembangan secara positif karena selalu 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berbeda dengan yang terjadi 

pada penelitian di Kebumen, dimana rasionya selalu berubah naik turun 

dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu meniru 

kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. 

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah Diketahui jika realisasi PAD Kabupaten Kebumen dari tahun 

2009 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada 

tahun 2009 PAD Kabupaten Kebumen sebesar Rp 63.016.363.474,00 atau 

sebesar 7,16% dari total pendapatan. Mengalami penurunan pada tahun 

2010 yaitu menjadi Rp 58.742.305.659,00 atau sebesar 6% dari total 

pendapatan. Pada tahun 2012 PAD Kabupaten Kebumen mengalami 

kenaikan menjadi Rp 73.513.164.444,00 atau sebesar 5,77% dari total 

pendapatan. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 

102.374.370.560,00 atau sebesar 7% dari total pendapatan. Kemudian 

pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 

131.481.736.502,00 atau 8% dari total pendapatan.  

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah menunjukan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern 

dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah 

pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 sebesar 

799.269.365.059,00, kemudian pada tahun 2010 mengalami kenaikan 
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9,29% atau sebesar 855.221.170.580,00. Pada tahun 2011 sebesar 

991.930.642.660 atau naik 3,84% dari tahun sebelumnya, kemudian 

mengalami peningkatan sebesar 10,58% atau menjadi 

1.276.155.750.396,00 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 kembali 

mengalami kenaikan sebesar 22,65% atau menjadi 1.495.048.917.519,00. 

Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena 

adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat 

seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus).  

Berdasarkan hasil perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten Kebumen tergolong 

Rendah Sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif 

di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian 

pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi 

daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2009 sampai 

tahun 2013. Berawal pada tahun 2009 Rasio Kemandirian sebesar 7,88%, 

kemudian turun menjadi 6,87% pada tahun 2010. Pada tahun 2011 Rasio 

Kemandirian sebesar 7,41% kemudian naik pada tahun 2012 sebesar 

8,02%. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan menjadi 8,79%. Jika dilihat dari 

tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola 

hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% 

dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah 

daerah itu sendiri. 
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Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah 

Kabupaten Kebumen memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong 

Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan 

pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, 

ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih 

tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih 

rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten 

Kebumen dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 

daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. 

Jadi  Kemandirian  Keuangan  DPPKAD Kabupaten Kebumen  

secara  keseluruhan  dapat  dikatakan  sangat  rendah  sekali,  hal  ini 

menggambarkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  

sumber  dana  ekstern masih sangat  tinggi. Daerah belum mampu 

mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. 

Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi 

juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah 

Kabupaten Kebumen sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk 

membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain  itu,  juga  

dikarenakan  adanya perbedaan besarnya pinjaman serta  bantuan dari 

pusat  dan  total  pendapatan  pada  masing-masing  daerah dan  realisasi  

belanja  pada  masing-masing  daerah. Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  

pemerintah  daerah  harus  mampu mengoptimalkan  penerimaan  dari  
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potensi  pendapatannya  yang  telah  ada.   Inisiatif  dan  kemauan  

pemerintah  daerah  sangat  diperlukan  dalam  upaya meningkatkan PAD, 

misalnya pendirian BUMD sektor potensial. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) 

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio 

Kemandirian tergolong pola hubungan Instruktif. Menurut Fitriyah 

Agustin penyebab terjadinya hal tersebut hampir sama apa yang dijelaskan 

pada penelitian ini dimana kedua daerah ini yaitu Kabupaten Blitar dan 

kabupaten Kebumen masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik 

pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi 

penerimaan di daerahnya. Kedua Pemerintah Daerah Kediri maupun 

Kebumen diharapkan selalu memaksimalkan potensi PAD yang ada, 

sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pusat saja. 

E. Jawaban Pertanyaan Penelitian 

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Efektivitas PAD sudah bagus. Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten 

Kebumen sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 

104,46%. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2009 sebesar 95,66%, 

tahun 2010 sebesar 97,66%, tahun 2012 sebesar 103,7%, tahun 2012 

sebesar 112,63%, dan tahun 2013 sebesar 112,65%. 

2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, karena rata-rata rasionya 

dibawah 100% yaitu sebesar 99,82%. Pada tahun 2009 rasio efisiensinya 
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sebesar 107,46%, kemudian tahun 2010 menjadi 103,27%, tahun 2012 

sebesar 95,58%, tahun 2012 sebesar 97,63%, dan tahun 2013 sebesar 

95,18%. 

3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Keserasian belum stabil dari tahun ke tahun. Tahun 2009 Rasio Belanja 

Operasinya sebesar 83,05% mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 

88,15%, kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 81,29%, dan pada 

tahun 2012 turun lagi menjadi 75,39%. Baru pada tahun 2013 mengalami 

kenaikan menjadi 76,97%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 80,97%. 

Pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2009 sebesar 16,84% turun menjadi 

11,76% pada tahun 2010. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 

15,38%, dan naik lagi pada tahun 2012 menjadi 20,9%. Pada tahun 2013 

terjadi penurunan menjadi 18,54% sehingga rata-rata rasionya sebesar 

16,68%. 

4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Rata-rata pertumbuhannya 

sebesar 21,51% lebih bagus bila dibandingkan dengan rata-rata 

pertumbuhan Pendapatannya yang hanya sebesar 16,83%. Rasio 

Pertumbuhan Belanja Modal Kebupaten Kebumen mengalami 

pertumbuhan secara positif, rata-rata pertumbuhannya sebesar 21,76% 

dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja operasi yang sebesar 

10,99%.  
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5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam 

kategori pola hubungan Instruktif. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

tahun 2009 Rasio Kemandirian sebesar 7,88%, kemudian turun menjadi 

6,87% pada tahun 2010. Pada tahun 2011 Rasio Kemandirian sebesar 

7,41% kemudian naik pada tahun 2012 sebesar 8,02%. Pada tahun 2013 

terjadi kenaikan menjadi 8,79%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Efektivitas PAD tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 

100% yaitu 104,46%. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2009 

sebesar 95,66%, tahun 2010 sebesar 97,66%, tahun 2012 sebesar 103,7%, 

tahun 2012 sebesar 112,63%, dan tahun 2013 sebesar 112,65%. 

2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, rata-rata rasionya sebesar 

99,82%. Pada tahun 2009 rasio efisiensinya sebesar 107,46%, kemudian 

tahun 2010 menjadi 103,27%, tahun 2012 sebesar 95,58%, tahun 2012 

sebesar 97,63%, dan tahun 2013 sebesar 95,18%. 

3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada 

Belanja Modalnya. Tahun 2009 Rasio Belanja Operasinya sebesar 83,05% 

mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 88,15%, kemudian turun 

pada tahun 2012 menjadi 81,29%, dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 

75,39%. Baru pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 76,97%, 

sehingga rata-rata rasionya sebesar 80,97%. Pada Rasio Belanja Modal 
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pada tahun 2009 sebesar 16,84% turun menjadi 11,76% pada tahun 2010. 

Pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 15,38%, dan naik lagi pada 

tahun 2012 menjadi 20,9%. Pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 

18,54% sehingga rata-rata rasionya sebesar 16,68%. 

4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Rata-rata pertumbuhannya 

sebesar 21,51% lebih bagus bila dibandingkan dengan rata-rata 

pertumbuhan Pendapatannya yang hanya sebesar 16,83%. Rasio 

Pertumbuhan Belanja Modal Kebupaten Kebumen mengalami 

pertumbuhan secara positif, rata-rata pertumbuhannya sebesar 21,76% 

dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja operasi yang sebesar 

10,99%.  

5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam 

kategori pola hubungan Instruktif. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

tahun 2009 Rasio Kemandirian sebesar 7,88%, kemudian turun menjadi 

6,87% pada tahun 2010. Pada tahun 2011 Rasio Kemandirian sebesar 

7,41% kemudian naik pada tahun 2012 sebesar 8,02%. Pada tahun 2013 

terjadi kenaikan menjadi 8,79%. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen 

Pemerintah Kabupaten Kebumen harus mampu meningkatkan dan 

memaksimalkan Pendapan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki 



70 
 

 

Kabupaten Kebumen mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat 

sekitar. Potensi tersebut antara lain : di bidang pendidikan, kesehatan, 

pariwisata, kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan. Apabila 

pemerintah Kabupaten Kebumen mampu memaksimalkan potensi 

tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan 

dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk 

mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten 

Kebumen selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar 

dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam 

pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen 

juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah 

pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, 

mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta 

kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peniliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam 

menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan 

berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan 

keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan 

penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu  penelitian, 

tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 

kabupaten saja tetapi lebih luas lagi. 
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